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2. Kiranya penulis menyarankan kepolisian sebagai gate keeper sistem 

peradilan pidana harus aktif dalam menerapkan mediasi penal guna 

membantu tercapainya kemanfaatan dan keadilan dalam 

penyelesaian perkara pidana. Pengawasan juga harus dilakukan 

oleh pimpinan terhadap penghentian proses perkara pidana yang 

dilakukan oleh penyelidik ataupun penyidik agar diskresi kepolisian 

yang dilakukan benar-benar diterapkan karena alasan kemanfaatan 

bagi para pihak dan pemulihan kerugian bagi korban sebagi 

perwujudan restorative justice, supaya jangan sampai menjadi celah 

adanya suap agar pelaku bebas dari jeratan hukum. 
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